
 

  

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN NUNUKAN 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN 

NOMOR 23 TAHUN 2026 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN  

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

yang pada pokoknya menyatakan diwajibkan bagi 

penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan 

sarana dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan 

pengaduan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan 

Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Nunukan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang 

Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan 

Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Nunukan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  

 



 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesa Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 

Pemilhan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1726); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

 



 

 Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

826); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI 

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

NUNUKAN 

KESATU :  Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan 

Masyarakat di  Lingkungan  Komisi  Pemilihan  Umum  

Kabupaten  Nunukan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA :  Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan 

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU adalah sebagai berikut: 

1. Menerima laporan pengaduan masyarakat; 

2. Melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan 

yang diterima; 

3. Merumuskan apakah laporan pengaduan berupa 

sengketa atau indikasi pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

4. Mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan; 

5. Melakukan klarifikasi atas informasi dalam 

pengaduan dan meminta dokumen pendukung 

kepada pengadu apabila diperlukan; 

6. Menjamin kerahasiaan identitas pengadu; 

 



 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN NUNUKAN 

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nunukan 
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7. Apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai 

dengan kewenangannya, pengaduan diteruskan 

kepada pihak yang berwenang; dan 

8. Pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan 

dan pelanggaran hukum oleh Aparatur, dapat 

berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah untuk ditindaklanjuti. 

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 

                     Ditetapkan di Nunukan 

                     pada tanggal 27 Juli 2026 

 

             KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

              KABUPATEN NUNUKAN, 

            ttd. 

             RICO ARDIANSYAH 



 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN NUNUKAN 

NOMOR 23 TAHUN 2026 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI 

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN NUNUKAN  

 

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN 

 

 

NO NAMA 
JABATAN DALAM 

DINAS 

JABATAN DALAM 

TIM 

(1) (2) (3) (4) 

1. Rico Ardiansyah 
Ketua KPU 

Kabupaten Nunukan 
Pengarah 

2. 
Muhammad Rusli 

Hairuddin 

Anggota KPU 

Kabupaten Nunukan 
Pengarah 

3. Abd.Rahman 
Anggota KPU 

Kabupaten Nunukan 
Pengarah 

4. Dedi 
Anggota KPU 

Kabupaten Nunukan 
Pengarah 

5. Syahruddin 
Anggota KPU 

Kabupaten Nunukan 
Pengarah 

6. Irwansyah Mansyur 
Plt. Sekretaris KPU 

Kabupaten Nunukan  
Ketua 

7. Akhmad Fadillah 

Kepala Subbagian 

Teknis 

Penyelenggaraan 

Pemilu dan 

Hukum 

Koordinator 

Pelayanan 

Subbagian Teknis 

Penyelenggaraan 

Pemilu dan 

Hukum 

8. Ansar 

Kepala Subbagian 

Keuangan, 

Umum, dan 

Logistik 

Koordinator 

Pelayanan 

Subbagian 

Keuangan, Umum, 

dan Logistik 

9. Amir 

Plt. Kepala 

Subbagian 

Partisipasi 

Hubungan 

Masyarakat dan 

SDM 

Koordinator 

Pelayanan 

Subbagian 

Partisipasi 

Hubungan 

Masyarakat dan 

SDM 



 

Salinan Sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN NUNUKAN 
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  

Kabupaten Nunukan 
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10. Irwansyah Mansyur 

Kepala Subbagian 

Perencanaan, 

Data dan 

Informasi 

Koordinator 

Pelayanan 

Subbagian 

Perencanaan, 

Data 

dan Informasi 

11. Atty Lastaty Pelaksana 

Petugas Penerima 

Pengaduan 

Masyarakat 

12. Felix Nola Pelaksana 

Petugas Penerima 

Pengaduan 

Masyarakat 

13. Wempyones Daud Biri Pelaksana 

Petugas Penerima 

Pengaduan 

Masyarakat 

14. Abd. Kadir 

Pelaksana Petugas Penerima 

Pengaduan 

Masyarakat 

15. Jurhanto 

Pelaksana Petugas Penerima 

Pengaduan 

Masyarakat 

16. Rasmi 

Pelaksana Petugas Penerima 

Pengaduan 

Masyarakat 

17. Padli 

Pelaksana Petugas Penerima 

Pengaduan 

Masyarakat 

 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 KABUPATEN NUNUKAN, 

                                      ttd. 

RICO ARDIANSYAH 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT 

 

NO KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT) 

1. Persyaratan 1 Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan 

Nomor Handphone/Whatsapp); 

2 Bukti/dokumen pengaduan 

2. Sistem, mekanisme, dan 

prosedur 

1 Mengirimkan aduan secara langsung di kotak 

pengaduan atau melalui email dan sarana lain 

yang disediakan; 

2 Mengisi formular pengaduan; 

3 Mengisi Buku Register; 

4 Memperoleh tanda bukti konsultasi; 

5 Memperoleh tanggapan terhadap 

pengaduan masyarakat. 

3. Jangka waktu pelayanan 14 (empat belas) hari 

4. Biaya/tarif Tidak dikenakan biaya/tarif 

5. Produk pelayanan Hardcopy dan softcopy produk hukum yang 

diarsipkan 

6. Penanganan pengaduan, 

saran, dan masukan/apresiasi 

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi 

terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat 

disampaikan melalui: 

  1. Secara tertulis dengan mengisi formulir 

 pengaduan/saran dan dimasukkan ke 

 dalam Kotak Pengaduan yang tersedia 

 di Ruang PPID, Kantor Komisi 

 Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan 

 Jl. Pemakaman Covid19 Kel. Nunukan 

 Selatan. 

  



 

  2. Petugas: 

 • Amir 

3. 

4. 

5. 

6. 

• Hartati 

Whatsapp   : 082226524231 

Instagram  : @kpu_nnk  

Facebook   : KPU Nunukan 

Email : kpununukan2020@gmail.com 

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING) 

1. Dasar hukum 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik;  

  2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019 

tentang Standar Layanan dan Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi, Pemilihan 

Umum, dan Pemilihan; 

  3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten-Kota Sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 

Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten-Kota; 

  4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 

Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan 

organisasi, dan data kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan 

kedua atas perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang 

tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata 

kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten-Kota;   

  5 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 

tentang Standar Layanan Informasi Publik; 

  6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten-Kota; 



 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN NUNUKAN 
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  

Kabupaten Nunukan 
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  7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 

87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

  8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 

88/KPTS/KPU/Tahun 2015 tentang Standar 

Operasional Prosedur Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum; 

  9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 156/ 

KPTS/ KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan 

Format Formulir dalam Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum. 

2. Sarana dan prasarana, dan/atau 

fasilitas 

1 Komputer, Internet, Printer, Kertas 

3. Kompetensi pelaksana 1 a. Memiliki sikap ramah, murah senyum 

b. Memiliki pengetahuan terkait proses 

pelayanan pengaduan masyarakat 

4. Pengawasan internal 1 Sekretaris KPU Kabupaten Nunukan 

memeriksa dan memastikan permintaan dari 

pemohon terpenuhi 

5. Jumlah pelaksana 1 7 (tujuh) orang dari Staf Pelaksana 

6. Jaminan pelayanan 1 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

7. Jaminan keamanan dan 

keselamatan pelayanan 

1 a. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; 

b. Penyediaan alat pengaman kerja seperti 

tabung pemadam kebakaran dan adanya  

jalur  evakuasi ; 

c. Sistem jaringan komputer. 

8. Evaluasi kinerja pelaksana 1 Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan 

melibatkan pengguna layanan dan 

diadministrasikan dan didokumentasikan 

 

 

     Ditetapkan di Nunukan 

     pada tanggal 2 7Juli 2026 

 

             KETUA 

       KOMISI PEMILIHAN UMUM 

                         KABUPATEN NUNUKAN, 

  ttd. 

    RICO ARDIANSYAH 

 
  


